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PROSES PENYELESAIAN PERKARA PEMBATALAN SEPIHAK OLEH 
PEMBELI TERKAIT PEMBELIAN SEPERANGKAT GAMELAN 
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar) 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 
menentukan pembuktian dan menentukan putusan terkait dengan pembelian 
seperangkat gamelan serta akibat hukum setelah adanya putusan dari hakim 
Pengadilan Negeri terkait pembatalan sepihak oleh pembeli terkait dengan 
pembelian seperangkat gamelan. Penelitian ini menggunakan metode normatif 
yuridis yang bersifat deskriptif. Sumber data berasal dari data primer yaitu 
wawancara dan data sekunder dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier. 
Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan (observasi 
dan wawancara), kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena dalam 
hubungan perjanjian jual beli gamelan sebagaimana Surat Perjanjian Tanggal 24 
Oktober 2012, Tergugat selaku penerima pekerjaan pemesanan 40 set Gamelan 
tidak menyelesaikan pekerjaan dan tidak menyerahkan gamelan sebagaimana 
dalam perjanjian a quo. Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan mengacu 
pada sahnya perjanjian jual beli berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tentang 
Perjanjian adalah Tergugat tidak menyelesaikan pekerjaan, berdasarkan Pasal 
1243 KUH Perdata tersebut Tergugat melakukan wanprestasi. Akibat hukum 
setelah adanya putusan dari Hakim Pengadilan Negeri yaitu melaksanakan 
putusan pengadilan secara sukarela, Tergugat harus mengganti kerugian, apabila 
ia tidak mau maka Penggugat bisa mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri 
agar membayar ganti rugi. 
 
Kata kunci: perkara pembatalan pembelian gamelan, wanprestasi, 
penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri 
 
ABSTRACT 
This study aims to determine the judge's consideration in determining the 
verification and determining decisions related to the purchase of a set of gamelan 
and legal consequences after the decision of the District Court judge related to 
unilateral cancellation by the buyer associated with the purchase of a set of 
gamelan. This research uses normative juridical method which is descriptive. 
Sources of data derived from primary data are interviews and secondary data from 
primary, secondary and tertiary legal sources. Methods of data collection through 
literature study and field study (observation and interview), then the data were 
analyzed qualitatively. The result of the research shows that the Defendant has 
defaulted because in the relation of the gamelan sale agreement as the Agreement 
Letter dated October 24, 2012, the Defendant as the recipient of the ordering work 
of 40 sets of Gamelan did not finish the job and did not submit the gamelan as in 
the a quo agreement. Judge's consideration in determining the decision refers to 
the validity of the sale and purchase agreement pursuant to Article 1320 Civil 
Code concerning the Agreement is the Defendant did not finish the work, pursuant 
to Article 1243 Civil Code the Defendant made a default. As a result of the law 
after the decision of the District Court Judge is to implement a voluntary verdict, 
the Defendant shall indemnify him, if he does not want the Plaintiff may file an 
execution to the District Court to pay compensation. 
 
Keywords:  Case of cancellation of purchase of gamelan, wanprestasi, 
settlement of case in District Court 
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1. PENDAHULUAN 
Gamelan merupakan seperangkat alat musik yang memiliki nada 
pentatonis yang terdiri dari Kendang, Bonang, Bonang Penerus, Demung, Saron, 
Peking, Kenong dan Ketuk, Slenthem, Gender, Gong, Gambang, Rebab, Siter dan 
Suling. Alat musik Gamelan memiliki beberapa komponen dalam hal 
pembuatannya dimana terdiri dari bambu, logam dan kayu yang dimana memiliki 
fungsi yang berbeda dalam pergelaran musik Gamelan. 
Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan 
mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan 
dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan 
menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan 
mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang 
kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.
1
 Umumnya 
dalam jual beli seperangkat gamelan dilakukan dengan melalui pemesanan, hal ini 
disebabkan gamelan hanya dibuat oleh produsen pada saat ada pesanan. Seiring 
dengan kemajuan teknologi, perhatian masyarakat untuk melestarikan gamelan 
semakin rendah, sehingga tidak banyak pengrajin gamelan. Sedikitnya jumlah 
pengrajin gamelan inilah yang menyebabkan proses jual beli seperangkat gamelan 
dilakukan dengan berdasarkan pemesanan.  
Pengertian jual beli menurut KUHPerdata pasal 1457 adalah suatu 
perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan 
suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Sehingga 
pengertian jual beli seperangkat gamelan adalah sebuah perjanjian dengan pihak 
yang menjual gamelan dengan pihak lain yang membayar gamelan dengan harga 
yang telah dijanjikan. Pelaksanaan jual beli melalui pemesanan dalam prakteknya 
menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya 
bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang 
dibelinya, tetapi terkadang melakukan pembatalan sepihak. Bagi para pihak yang 
tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah 
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disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan 
ganti rugi.
2
 
Syarat batal suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata yang 
menyebutkan syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak 
adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya 
harus dimintakan kepada hakim. jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi 
syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut 
melanggar undang-undang, yakni pasal 1266 KUHPerdata tadi. Selain itu, 
pendapat pertimbangan lain dapat dilihat dari alasan pembatalan perjanjian, jika 
pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan 
posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada 
pihak lawan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, 
karena kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi lemah atau keadaan 
merugikan dari pihak lawan di luar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam 
perjanjian, sehingga bukan merupakan wanprestasi, namun lebih ke arah 
melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian.
3
 
Pada penelitian ini kasus pembatalan sepihak dalam pembelian 
seperangkat gamela berawal dari adanya perjanjian jual beli Gamelan Besi Laras 
Pelog dan Slendro Gaya Surakarta  pada tanggal 24 Oktober 2012 dengan jangka 
waktu maksimal penyelesaian tanggal 5 Desember 2012. Namun, pesanan yang 
diserahkan kepada Penggugat berupa beberapa sampel ternyata banyak ditemui 
barang lam, tidak sesuai spesifikasi dan terlambat dari jadwal penyerahan (tidak 
tepat waktu), sehingga tidak sesuai pernjanjian yang telah disepakati oleh kecua 
belah pihak. Dengan demikian jelas dan nyata terbukti para Tergugat tidak 
beritikad baik atas perjanjian dengan penggugat, sehingga pihak pembeli 
mengalami kerugian dan mengajukan gugatan. 
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Salah satu pertimbangan pembatalan perjanjian sepihak dapat digugat 
dengan gugatan perbuatan melawan hukum, karena dianggap pembatalan sepihak 
tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan mereka untuk 
dapat dibatalkan, serta dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum yang 
juga ada di luar setiap perjanjian, yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak 
sesuai dengan kepatutan dan asas kehati-hatian. Pemutusan perjanjian, memang 
diatur dalam KUH Perdata, yakni pasal 1266, haruslah memenuhi syarat-syarat 
bahwa perjanjian tersebut bersifat timbal balik, harus ada wanprestasi dan 
pembatalannya harus memintakan pada hakim (pengadilan). Namun jika 
pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat 
dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dalam penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui: (1) Pertimbangan hakim dalam menentukan 
pembuktian atas pembatalan sepihak oleh pembeli terkait dengan pembelian 
seperangkat gamelan, (2) Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terkait 
dengan perkara pembatalan sepihak oleh pembeli terkait dengan pembelian 
seperangkat gamelan; dan (3) Akibat hukum setelah adanya putusan dari hakim 
Pengadilan Negeri terkait pembatalan sepihak oleh pembeli terkait dengan 
pembelian seperangkat gamelan. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam 
penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: (1) Bagi Penulis. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan 
hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan ilmu pengetahuan hukum 
pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya;  
(2) Manfaat Masyarakat, yaitu (a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
dipergunakan bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan terkait 
dengan perkara pembatalan sepihak; (b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menyadarkan pada masyarakat tentang betapa pentingnya legalitas perjanjian;  
(3) Manfaat Umum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan  
acuan bagi pemerintah di dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan 
perjanjian. 
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2. METODE  
Metode penelitian menggunakan metode normatif yuridis yang bersifat 
deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil dari wawancara dan 
data sekunder yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier.
4
 Metode 
pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan 
wawancara) kemudian data dianalisis secara kualitatif. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian atas Pembatalan 
Sepihak oleh Pembeli terkait dengan Pembelian Seperangkat Gamelan 
3.1.1. Dalil Gugatan Penggugat 
Berdasarkan duduk perkara yang telah disampaikan, maka Penggugat 
mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar untuk memanggil para 
pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini dan mohon putusan untuk menerima 
dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; menyatakan sah dan 
berharga semua alat bukti dan sita jaminan (conservatoi beslag) yang diajukan 
Penggugat seluruhnya dalam perkara ini; menyatakan Sah dan berdasar hukum 
terhadap Perjanjian Tertanggal 24 Oktober 2012 tentang jual beli Gamelan Besi 
Pencong Kuningan Laras Pelog dan Slendro Gaya Surakarta dan menyatakan Para 
Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Pengguga karena Para Tergugat 
tidak dapat menyerahkan 40 set gamelan kepada Penggugat sesuai spesifikasi dan 
tepat pada waktunya sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian tanggal 24 
Oktober 2012. 
Pasal 45 UUPK adalah ketentuan acara yang harus diterapkan dalam rangka 
pengajuan gugatan oleh konsumen kepada pelaku usaha. Terhadap putusan 
pengadilan negeri tersebut, dapat diajukan banding dan kemudian kasasi, 
sebagaimana perkara perdata biasa. Di samping itu, ada putusan pengadilan yang 
membingungkan dan tidak memberi kepastian hukum (uncertainly) serta sulit 
untuk diprediksikan (unpredictable). Gugatan pelanggaran pelaku usaha terhadap 
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hak-hak konsumen melalui peradilan negeri, dengan menggunakan instrument 
hukum acara perdata (konvensional), dilakukan oleh seorang konsumen atau lebih 
atau ahli warisnya. Pasal 46 Ayat (1) butir a UUPK ini, tidak menegaskan 
instrumen hukum tersebut, betapa pun lemahnya instrumen hukum itu ditinjau 
dari segi perlindungan hukum terhadap konsumen. Dalam hukum acara perdata 
konvensional dikenal siapa yang mendalilkan, ia yang harus membuktikan 
(Susanti Adi Nugroho, 2010:126). 
3.1.2. Alat Bukti 
Alat bukti merupakan unsur penting di dalam pembuktian persidangan, 
karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus 
perkara. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak beperkara yang 
digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Dipandang dari segi 
pihak yang beperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk 
meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi 
pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa 
digunakan hakim untuk memutus perkara.
5
  
Alat bukti atas pembatalan sepihak oleh pembeli terkait dengan Pembelian 
Seperangkat Gamelan berupa foto copy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan 
dengan aslinya dan ternyata sesuai kecuali bukti P-3 dan P-5 yang tidak dapat 
ditunjukkan aslinya karena berupa fotocopy dari fotocopy, dan kesemua surat 
tersebut telah dibubuhi materai yang cukup.Untuk menguatkan dalil-dalil 
gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi. 
3.1.3. Jawaban dari Tergugat  
Berdasarkan eksepsi dan jawaban gugatan yang didalilkan oleh Tergugat 
setelah dihubungkan dengan alat-alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang 
diajukan oleh Tergugat dalam persidangan. Pada acara perdata, Hakim terikat 
pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa dalam pengambilan keputusan, 
Hakim harus tunduk dan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh 
undang-undang saja yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg dan 
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1866 KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta pasal 
1886 KUHPerdata ada lima alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia, yaitu: 
alat bukti tertulis, alat bukti saksi, alat bukti persangkaaan, alat bukti pengakuan 
dan alat bukti sumpah.   
3.1.4. Bantahan Tergugat 
Dalam hukum acara perdata, setiap orang dan/atau badan hukum yang 
digugat oleh Penggugat di pengadilan, disebut sebagai Tergugat dan diberikan hak 
untuk mengajukan jawaban dan bantahan terhadap pokok perkara dalam gugatan 
penggugat tersebut. Bantahan yaitu upaya tangkisan atau pembelaan yang 
diajukan Tergugat terhadap pokok perkara. Pengertian ini dapat pula diartikan:  
(1) Jawaban Tergugat mengenai pokok perkara; (2) Bantahan yang langsung 
ditujukan Tergugat terhadap pokok perkara. 
Intisari (esensi) dari bantahan terhadap pokok perkara, berisi alasan dan 
penegasan yang sengaja dibuat dan dikemukakan Tergugat, baik secara lisan 
maupun secara tulisan dengan maksud untuk menyanggah atau menyangkal 
kebenaran dalil gugatan yang dituangkan tergugat dalam jawabannya. Dengan 
kata lain, bantahan terhadap pokok perkara disampaikan dalam jawaban tergugat 
untuk menolak dalil gugatan penggugat. Secara teknis, pemeriksaan perkara 
menjalani proses jawab-menjawab di sidang pengadilan sebagaimana digariskan 
dalam ketentuan Pasal 142 RV yang menegaskan para pihak dapat saling 
menyampaikan surat jawaban serta replik dan duplik. 
3.1.5. Kesimpulan Tergugat dan Penggugat  
Kesimpulan terkait dengan perkara pembatalan sepihak oleh pembeli terkait 
dengan pembelian seperangkat gamelan adalah dalil gugatan Penggugat tersebut 
pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan 
wanprestasi karena dalam hubungan perjanjian jual beli Gamelan sebagaimana 
Surat Perjanjian Tanggal 24 Oktober 2012, dimana Tergugat I dan Tergugat II 
selaku penerima pekerjaan pemesanan 40 set Gamelan tidak menyelesaikan 
pekerjaan dan menyerahkan Gamelan sebagaimana dalam perjanjian A quo. Dalil 
bantahan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantahnya 
dan mendalilkan pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II sudah melaksanakan 
pekerjaan Pemesanan Gamelan sebagaimana Surat Perjanjian Tanggal 24 Oktober 
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2012, tetapi karena perbuatan Penggugat sendiri yang ingkar janji (wanprestasi) 
untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat I dan Tergugat II. 
3.1.6. Kesimpulan Pembuktian dari Penggugat dan Tergugat oleh Hakim 
Kesimpulan terkait dengan perkara pembatalan sepihak oleh pembeli 
terkait dengan pembelian seperangkat gamelan adalah dalil gugatan Penggugat 
tersebut pada pokoknya yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan 
wanprestasi karena dalam hubungan perjanjian jual beli Gamelan sebagaimana 
Surat Perjanjian Tanggal 24 Oktober 2012, dimana Tergugat I dan Tergugat II 
selaku penerima pekerjaan pemesanan 40 set Gamelan tidak menyelesaikan 
pekerjaan dan menyerahkan Gamelan sebagaimana dalam perjanjian A quo. Dalil 
bantahan Tergugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II membantahnya dan 
mendalilkan pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II sudah melaksanakan 
pekerjaan Pemesanan Gamelan sebagaimana Surat Perjanjian Tanggal 24 Oktober 
2012, tetapi karena perbuatan Penggugat sendiri yang ingkar janji (wanprestasi) 
untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat I dan Tergugat II. 
Putusan dari hakim Pengadilan Negeri terkait pembatalan sepihak oleh 
pembeli terkait dengan pembelian seperangkat gamelan adalah menyatakan 
Perjanjian tertanggal 24 Oktober 2012 tentang jual beli Gamelan Besi Pencong 
Kuningan Laras Slendro dan Laras Pelog Gaya Surakarta sah menurut hukum. 
Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji). 
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar 
ganti rugi sebesar Rp. 345.000.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta 
Rupiah) dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng 
untuk membaya anti rugi bunga sebesar Rp.29.187.000,00 (Dua Puluh Sembilan 
Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh ribu Rupiah). 
3.1.7. Kesimpulan Hakim dalam Menentukan Fakta Hukum 
Permasalahan gugatan ini adalah mengenai wanprestasi, benar Penggugat 
dan Tergugat II mengakui telah sepakat melakukan perjanjian pekerjaan jual Beli 
Gamelan Surat Perjanjian Tanggal 24 Oktober 2012, dimana Tergugat I dan 
Tergugat II selaku penerima pekerjaan pembuatan gamelan; dalam waktu 
pengerjaan atau penyelesaian pemesanan dan penyerahan gamelan berdasar Surat 
Perjanjian Tanggal 24 Oktober 2012 adalah tanggal 5 Desember 2012; pemesanan 
atau jual beli Gamelan tersebut berjumlah 40 unit dengan nilai Rp.30.000.000,- 
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per set x 40 set = Rp. 1.200.000.000,-, benar pembayaran yang telah dilakukan 
oleh Penggugat kepada Tergugat setelah adanya perjanjian tersebut adalah sebesar 
Rp.145.000.000,00. (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 5 
Nopember 2012, hal tersebut didukung bukti P-2 dan sebesar Rp.200.000.000,00. 
(Dua ratus juta rupiah), pada tanggal 5 Nopember 2012, hal tersebut didukung 
bukti P-4 jadi keseluruhan uang yang sudah dibayarkan oleh Penggugat kepada 
Tergugat II sebesar Rp.345.000.000.- hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat II 
dan bersesuaian dengan bukti T.II-2: dan sisa uang yang belum dibayar oleh 
Penggugat adalah sebesar Rp.855.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Lima 
Juta Rupiah) hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan sesuai dengan bukti  
T.II-2. 
 
3.2. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan Terkait dengan 
Perkara Pembatalan Sepihak oleh Pembeli Terkait dengan Pembelian 
Seperangkat Gamelan 
3.2.1. Dasar Hukum 
Dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan 
putusan terkait dengan perkara pembatalan sepihak oleh pembeli terkait dengan 
pembelian seperangkat gamelan adalah: (1) Pasal 1320 KUHPerdata yang 
mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) unsur 
yaitu: (a) Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian 
(consensus); (b) Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian 
(capacity); (c) Ada suatu hal tertentu (a certain subject matter); (d) Ada suatu 
sebab yang halal (legal cause ; (2) Pasal 1243 KUHPerdata disebutkan bahwa 
“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau 
untuk tidak berbuat sesuatu” sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar 
janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitor) tidak melakukan apa yang 
dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur 
terdiri dari empat macam, yaitu: (a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan 
dilakukannya; (b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 
yang dijanjikan; (c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;  
(d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 
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3.2.2. Sahnya Perjanjian 
Pertimbangan Hakim dalam menentukan putusan terkait dengan perkara 
pembatalan sepihak oleh pembeli terkait dengan pembelian seperangkat gamelan 
adalah dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya yaitu Tergugat I dan 
Tergugat II telah melakukan wanprestasi karena dalam hubungan perjanjian jual 
beli Gamelan sebagaimana Surat Perjanjian Tanggal 24 Oktober 2012, dimana 
Tergugat I dan Tergugat II selaku penerima pekerjaan pemesanan 40 set Gamelan 
tidak menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan Gamelan sebagaimana dalam 
perjanjian A quo. Dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II 
membantahnya dan mendalilkan pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II sudah 
melaksanakan pekerjaan Pemesanan Gamelan sebagaimana Surat Perjanjian 
Tanggal 24 Oktober 2012, tetapi karena perbuatan Penggugat sendiri yang ingkar 
janji (wanprestasi) untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat I dan Tergugat 
II. 
Pertimbangan alat bukti diketahui bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang 
diajukan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tersebut Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan apakah tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut dapat 
dikabulkan atau tidak. Yang menjadi permasalahan dan harus dibuktikan adalah: 
Apakah Perjanjian Jual Beli Gamelan Tanggal 24 Oktober 2012, sah menurut 
hukum; Apakah masing-masing pihak telah menjalankan hak dan kewajibannya 
sesuai dengan perjanjian dan tentang sahnya Perjanjian Jual Beli Gamelan 
Tanggal 24 Oktober 2012 menurut hukum. 
Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat melakukan perjanjian jual beli 
gamelan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Jual Beli Gamelan Laras Slendro 
dan Pelog Gaya Surakarta tanggal 24 Oktober 2012 antara Anton Indrayanto 
sebagai pihak pertama pembeli dengan Agung Sutrisno (Tergugat I) dan Suwaldi 
(Tergugat II) sebagai pihak kedua penjual untuk menyediakan 40 Set Gamelan 
Laras Slendro dan Pelog gaya Surakarta. Perjanjian Jual Beli Gamelan Laras 
Slendro dan Pelog tanggal 24 Oktober 2012 tersebut dilakukan oleh orang atau 
pihak yang cakap dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum serta ketika 
perjanjian tersebut dibuat dalam kehendak yang bebas tanpa unsur paksaan 
dengan demikian syarat ini terpenuhi. Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal 
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tertentu, artinya bahwa dalam perjanjian tersebut harus jelas dipenuhinya hal atau 
obyek tertentu sehingga dalam pelaksanaan perjanjian pemenuhan prestasi tidak 
ditafsirkan meluas dan jelas hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. 
Perjanjian Jual Beli Gamelan Laras slendro dan Pelog tanggal 24 Oktober 
2012 telah berisi tentang jual beli 40 Set gamelan laras slendro dan laras pelog 
dengan harga perunit sebesar Rp. 30.000.000,- dan kesepakatan penyerahan 
gamelan pada tanggal 5 Desember 2012 oleh karena suatu hal tertentu telah 
terpenuhi. Suatu perjanjian dibuat dengan adanya suatu sebab yang halal artinya 
bahwa sebab yang menyebabkan orang membuat perjanjian tidak boleh 
bertentangan dengan hukum dan dalam suatu perjanjian yang baik harus 
menyaratkan adanya asas proporsionalitas sehingga dalam pelaksanaan perjanjian 
mencakup jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak. 
3.2.3. Pemenuhan Kewajiban 
Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat apakah 
masing-masing pihak telah menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana 
tercantum dalam Perjanjian Jual Beli Gamelan Laras Slendro dan Pelog Gaya 
Surakarta 24 Oktober 2012. Penggugat dan Tergugat II mengakui telah sepakat 
melakukan perjanjian jual beli gamelan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian 
Jual Beli Gamela Slendro dan Pelog Gaya Surakarta tanggal 24 Oktober 2012, 
dalam perjanjian aquo Tergugat I dan Tergugat II selaku penerima pekerjaan 
pembuatan Gamelan dan Penggugat selaku pembeli. 
Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat apakah 
masing-masing pihak telah menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana yang 
tercantum dalam Perjanjian Jual Beli Gamelan Laras Slendro dan Pelog Gaya 
Surakarta tanggal 24 Oktober 2012. Penggugat dan Tergugat II mengakui telah 
sepakat melakukan perjanjian jual beli gamelan sebagaimana tertuang dalam 
Perjanjian Jual Beli Gamelan Laras Slendro dan Pelog Gaya Surakarta tanggal 24 
Oktober 2012, dalam perjanjian a quo Tergugat I dan Tergugat II selaku penerima 
pekerjaan pembuatan Gamelan dan Penggugat selaku pembeli. Waktu pengerjaan 
atau penyelesaian pemesanan dan penyerahan gamelan berdasar Pasal 1 Surat 
Perjanjian Tanggal 24 Oktober 2012 adalah tanggal 5 Desember 2012 dan 
pemesanan atau jual beli Gamelan tersebut berjumlah 40 unit dengan nilai 
Rp.30.000.000,- per set x 40 set = Rp. 1.200.000.000,-  
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Ketika mengecek atau menguji gamelan Penggugat (Pak Anton) ada dan 
Tergugat II (Pak Suwaldi) ada sedangkan Tergugat I (Pak Agung) tidak dan hasil 
pengujian gamelan sebagaimana bukti P-3 dan P-5 pada waktu itu dicopy 
kemudian dibagikan ke Pak Anton dan Pak Waldi, dari dua kali pengujian tersebut 
gamelan yang dipesan Penggugat tidak memenuhi spesifikasi.Terhadap bukti P-3 
berupa fotokopi Berita Acara Evaluasi Tim Teknis Pengadaan Alat Kesenian SMP 
(Paket III)Sumber Dana Bantuan Propinsi Tahun 2012 Untuk Sekolah Menengah 
Pertama Kabupaten Wonogiri tanggal 8 Nopember 2012 dan bukti P-5 berupa 
fotokopi Berita Acara Evaluasi Tim Teknis Pengadaan Alat Kesenian SMP (Paket 
III) sumber Dana Bantuan Propinsi Tahun 2012 Untuk Sekolah Menengah 
Pertama Kabupaten Wonogiri tanggal 12 Nopember 2012, Majelis berpendapat 
bahwa terhadap bukti tersebut di persidangan tidak dapat ditunjukan aslinya 
namun demikian apabila bukti tersebut didukung alat bukti yang lain dapat 
dipergunakan Majelis untuk memperoleh bukti persangkaan. 
Berdasar uraian diatas Majelis berpendapat bahwa Tergugat I dan 
Tergugat II dalam melaksanakan pekerjaan Jual Beli Gamelan tidak 
menyelesaikan pekerjaan tersebut sebagaimana Perjanjian Jual Beli Gamelan 
Laras Slendro dan Laras Pelog Gaya Surakarta tanggal 24 Oktober 2012 oleh 
karena itu Tergugat telah melakukan wanprestasi. Tergugat I dan Tergugat II telah 
melakukan wanprestasi terlebih dahulu sehingga bukti T.II-2 berupa fotokopi 
Surat Somasi tertanggal: Klaten, 06 Juni 2013 Nomor: 015/JA/SMS/06/2013, 
yang dibuat oleh Agus Setyobudi, SH dan Endra, SH ditujukan kepada Sdr. Anton 
Indrayanto, tidak dapat digunakan untuk memperkuat dalil bantahan Tergugat II.  
 
3.3. Akibat Hukum setelah adanya Putusan dari Hakim Pengadilan Negeri 
terkait Pembatalan Sepihak oleh Pembeli terkait dengan Pembelian 
Seperangkat Gamelan 
Akibat hukum setelah adanya putusan dari hakim Pengadilan Negeri 
terkait pembatalan sepihak oleh pembeli terkait dengan pembelian seperangkat 
gamelan adalah melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, tergugat harus 
mengganti kerugian apabila ia tidak mau mengganti kerugian maka pihak 
penggugat bisa mengajukan eksekusi ke  pengadilan negri agar supaya si tergugat 
membayar ganti rugi. 
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4. PENUTUP 
4.1. Kesimpulan 
Pertama, pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas 
pembatalan sepihak oleh pembeli terkait dengan pembelian seperangkat gamelan, 
antara lain: (1) Dalil Gugatan Penggugat dinyatakan sah dan berharga semua alat 
bukti dan sita jaminan (conservatoi beslag) yang diajukan Penggugat seluruhnya 
dalam perkara ini; menyatakan Sah dan berdasar hukum terhadap Perjanjian 
Tertanggal 24 Oktobe 2012 tentang jual beli Gamelan Besi Pencong Kuningan 
Laras Pelog dan Slendro Gaya Surakarta dan menyatakan Para Tergugat telah 
melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena Para Tergugat tidak dapat 
menyerahkan 40 set gamelan kepada Penggugat sesuai spesifikasi dan tepat pada 
waktunya sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian tanggal 24 Oktober 2012; 
(2) Bantahan tergugat I menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak jelas, kabur 
maka sudah seharusnya majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima, 
adapun bantahan tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat 
tersebut kerugian juga telah dialami tergugat 2 dalam kurun waktu memenuhi 
kontrak dengan Penggugat. karena kontrak kerja dengan membuat gamelan 
sebanyak 40 set gamelan besi Laras Pelog dan Slendro Gaya Surakarta dimaksud 
tidak mungkin dilakukan oleh Tergugat 2 sendiri tanpa melibatkan pengrajin 
gamelan dari daerah lain, oleh karena itu dalil Penggugat pada posita angka 8 
tersebut yang juga membebankan biaya penunjukan advokat, karena dalil 
Penggugat tidak berdasar; dan (3) Kesimpulan hakim menunjukkan bahwa 
Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi karena dalam hubungan 
perjanjian jual beli Gamelan sebagaimana Surat Perjanjian Tanggal 24 Oktober 
2012, dimana Tergugat I dan Tergugat II selaku penerima pekerjaan pemesanan 
40 set Gamelan tidak menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan Gamelan 
sebagaimana dalam perjanjian a quo. 
Kedua, pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terkait dengan 
perkara pembatalan sepihak oleh pembeli terkait dengan pembelian seperangkat 
gamelan, antara lain: (1) Sahnya perjanjian. Penggugat dan tergugat telah sepakat 
melakukan perjanjian jual beli gamelan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian 
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Jual Beli Gamelan Laras Pelog Slendro dan Pelog Gaya Surakarta tanggal 24 
Oktober 2012, Perjanjian Jual Beli Gamelan Laras Slendro dan Pelog tanggal 24 
Oktober 2012 dilakukan oleh orang atau pihak yang cakap dan berhak untuk 
melakukan perbuatan hukum serta ketika perjanjian tersebut dibuat dalam 
kehendak yang bebas tanpa unsur paksaan dengan demikian syarat ini terpenuhi. 
Perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, sehingga dalam pelaksanaan 
perjanjian pemenuhan prestasi tidak ditafsirkan meluas dan jelas hak-hak dan 
kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian Jual Beli Gamelan Laras Slendro dan 
Pelog tanggal 24 Oktober 2012 tersebut adalah sah menurut hukum oleh karena 
itu berdasar pasal 1320 KUH Perdata perjanjian berlaku bagi pembuatnya 
masing–masing pihak yang terikat oleh perjanjian tersebut harus melaksanakan 
hak dan kewajibannya sesuai perjanjian tersebut; (2) Pemenuhan kewajiban. 
Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan pekerjaan Jual Beli Gamelan 
tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut sebagaimana Perjanjian Jual Beli 
Gamelan Laras Slendro dan Laras Pelog Gaya Surakarta tanggal 24 Oktober 2012 
oleh karena itu berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata Tergugat telah melakukan 
wanprestasi, sehingga menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung 
renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 345.000.000,00 (Tiga Ratus 
Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II 
secara tanggung renteng untuk membaya anti rugi bunga sebesar 
Rp.29.187.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu 
Rupiah). 
Ketiga, akibat hukum setelah adanya putusan dari hakim pengadilan negeri 
terkait pembatalan sepihak oleh pembeli terkait dengan pembelian seperangkat 
gamelan, yaitu melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, tergugat harus 
mengganti kerugian apabila ia tidak mau mengganti kerugian maka pihak 
penggugat bisa mengajukan eksekusi ke  pengadilan negri agar supaya si tergugat 
membayar ganti rugi. 
4.2. Saran 
Pertama, kepada para pihak penjual dan pembeli dalam pembuatan 
perjanjian pengikatan jual beli dengan sistem indent disarankan untuk dilakukan 
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dalam suatu akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris, agar para pihak yang 
membuat perjanjian tersebut lebih terlindungi dan dalam pembuatan perjanjian 
mendapatkan konsultasi hukum dari Notaris, sehingga kepentingan para pihak 
dapat dituangkan secara obyektif. 
Kedua, kepada Notaris dalam pembuatan akta pengikatan jual beli dengan 
sistem indent diharapkan dapat mengacu kepada peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan tidak berpihak, agar akta yang dibuat dapat menjadi alat bukti 
yang sempurna. 
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